
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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ANONIM PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/MS.Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam

sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

Penggugat,  NIK  XXXXXX,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  tempat

kediaman  di  Gampong  XXXXXX,  Kecamatan

Bakongan  Timur,  Kabupaten  Aceh  Selatan,

dengan  alamat  elektronik  xxxxxx@gmail.com

sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman  XXXXX,

Gampong  XXXXX,  Kecamatan  Banda  Sakti,

Kota Lhokseumawe, sebagai  Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  11 September

2023 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada

tanggal  13  September  2023  dengan  register  perkara  Nomor

168/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.   Bahwa  pada  tanggal  XXXXX,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Bakongan  Timur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXXXX,

tertanggal XXXXX;

2.   Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan dan belum di karuniai anak.

3.   Bahwa  sejak  Maret  2021  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

 3.1.  Tergugat  tidak  bisa  memberikan  Nafkah  Lahir  dan  Batin  kepada

Penggugat.

3.2. Tergugat lemah Syahwat.

3.3. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Keturunan.

4.   Bahwa setelah Penggugat  dan Tergugat  hidup serumah hanya bertahan

selama kurang lebih satu bulan kemudian Tergugat pulang kerumah orang

tuanya  di  Banda  Sakti  Lhokseumawe  beberapa  minggu  dengan  alasan

ingin berobat .

5.   Bahwa Tergugat kembali  lagi pada april  tahun 2021 di bulan puasa dan

sudah didamaikan dan dibujuk keluarga Penggugat mencoba memperbaiki

rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,pada akhirnya

Tergugat turun dari rumah pada bulan 5 tahun 2021 dan kembali pulang

kerumah  orangtuanya  di  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe

sampai saat sekarang ini lebih kurang sudah 2 tahun lamanya .

6.  Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima

dan memeriksa perkara ini; 

7.  Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil  secara

resmi  dan patut,  sedangkan tidak  ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A.Surat.

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Nomor:  XXXXXXatas

nama  Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh

Selatan, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi

tanda  (P.1);

2.  Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : XXXXX, tertanggal

XXXXX,  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dibuat  dan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan

Timur, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B.Saksi.
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1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, alamat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan

Timur,  Kabupaten  Aceh  Selatan, di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi  tahu Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri

yang sah;

- Bahwa saksti tahu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  di Gampong  XXXXXX,  Kecamatan  Bakongan  Timur,

Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa  setelah  menikah  saksi  tinggal  satu  rumah  dengan

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu 2 bulan setelah menikah tahun 2021Tergugat

pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  alasan  yang  jelas  dan

dibenarkan dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

- Bahwa saksi  tahu Tergugat  tidak  pernah kembali  dan memberi

nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah rumah/tempat tinggal bersama selama lebih 2 tahun;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

2.  Saksi  2,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,  alamat  di

Gampong  XXXXXX,  Kecamatan  Bakongan  Timur,  Kabupaten  Aceh

Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  dan saksi

tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa saksti tahu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

- Bahwa saksi tahu terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  di Gampong  XXXXXX,  Kecamatan  Bakongan  Timur,

Kabupaten Aceh Selatan;
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- Bahwa  setelah  menikah  saksi  tinggal  satu  rumah  dengan

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu 2 bulan setelah menikah tahun 2021Tergugat

pergi  meninggalkan  Penggugat  tanpa  alasan  yang  jelas  dan

dibenarkan dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

- Bahwa saksi  tahu Tergugat  tidak  pernah kembali  dan memberi

nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu sekarang antara Penggugat dengan Tergugat

telah pisah rumah/tempat tinggal bersama selama lebih 2 tahun;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat  tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide  Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat  adalah  Tergugat  tidak  bisa  memberikan  Nafkah  Lahir  dan  Batin
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kepada Penggugat,  Tergugat  lemah Syahwat,  Penggugat  dan Tergugat tidak

mempunyai Keturunan;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanalasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan  bukti  surat  P.1  sampai  dengan  P.2  dan  2  orang  saksi  yang

bernama Aja Kasuma binti Said Usman dan Rati Junaida binti M. Atim A;

Menimbang, bahwa bukti  P.1  (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg  juncto  Pasal  1870 KUH Perdata,  membuktikan bahwa Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini

menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah) telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285  R.Bg  juncto  Pasal  1870  KUH  Perdata,  membuktikan  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,

sehingga membuktikan bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  walaupun  para  saksi  Penggugat  tidak  melihat

langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi

mengetahui  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal

bersama selama 2  tahun  lebih  tanpa  ada  alasan  yang  dibenarkan, dengan
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demikian pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, hal

tersebut sesuai dengan  yurisprudensi Mahkamah Agung  dalam Putusan MA

Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih pertimbangan oleh

Majelis Hakim mengabstraksikan bahwa: “keterangan saksi dalam perkara cerai

yang  hanya  menerangkan  suatu  akibat  hukum  (rechts  gevolg)  mempunyai

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  belum

dikaruniai keturunan;

 Bahwa  tidak  ada  komunikasi  yang  baik  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sebagai suami isteri;

 Bahwa antara  Penggugat dengan Tergugat  telah pisah rumah  kurang

lebih selama 2 tahun lebih hingga sekarang ;

 Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

 Bahwa  telah  ada  nasihat-nasihat  dari  Majelis  Hakim,  namun  tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  disyariatkannya  pernikahan  oleh  Islam  adalah

mempunyai  tujuan  yang  suci  dan  mulia  sebagai  ikatan  yang  kokoh  kuat

(mitsaqan  ghalidzan),  dengan  maksud  untuk  membentuk  rumah  tangga

sakinah yang  diliputi  oleh  suasana  mawaddah  wa  rahmah,  sebagaimana

dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa

yang  menjadi  penyebabnya,  pada  kenyataannya  antara  Penggugat dengan

Tergugat  telah pisah rumah  kurang lebih  selama  2 tahun lebih berturut-turut
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hingga sekarang, oleh  karenanya  Majelis  Hakim berpendapat bahwa rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah  sedemikian  rupa  (broken

married) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang,  bahwa  tidak  adanya  komunikasi  yang  baik  antara

Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, nasihat-nasihat dari Majelis

Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil,  Majelis Hakim menilai  bahwa

antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun

kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih selama 2

tahun  lebih  berturut-turut  hingga  sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

menunjukkan  bahwa  keharmonisan  yang  didambakan  dalam  rumah  tangga

tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar

dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban suami isteri, tidak adanya

nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama ditinggalkan tanpa alasan yang

dibenarkan, akan  menimbulkan  mudharat  yang  lebih  besar  bagi  hubungan

suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis,  memang  perceraian  itu

menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang

diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justeru

menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih,

mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan,

sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi :

اذا  تعارض  ضرران  فضل  اخفهما
Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat

(resiko),  maka  hendaknya  dipilih  salah  satu  yang  tingkat  kemadharatannya

lebih ringan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam

Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat

Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان اليذاء مما ل يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز

.القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Hal. 8 dari 11 Hal. Anonim Putusan No.168/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:  Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri

atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri

tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim

dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang,  bahwa disamping itu,  menurut  Abdurrahman ash-Shabuni

dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq, juz I halaman 83 yang

juga dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini: 

ــاة تضطــــرب حين الطلق نظام الإسلم اختا ر وقد الــزوجين الحي
الــزواج الربطــة تصــبح وحيث اصــلح ول نصائح فيهـــا ينفع يعد ولم

ــلى يحـكم أن معـناه الإستمـــرار لن غيــر رواح من اصورة أحـد عـ
العــدالة رواح تأبــاه ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين

Artinya:  ”Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga

menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak

berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah

menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan

mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut,  sama

halnya  dengan  menghukum  salah  satu  pihak  dengan  hukuman

seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan

semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah

dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp.  545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu

rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Selasa,  tanggal  26  September  2023  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  10

Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H. sebagai Ketua

Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

dan  didampingi  oleh  Rosnawati,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota 

                      

       Hakim Anggota
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D.T.O.                                    D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.          

           Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 400.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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